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BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian

ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap buruh migran khususnya buruh migran asal Kabupaten Flores

Timur belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yakni Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan

pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena dari 30 orang

yang dijadikan responden 12 orang yang direkrut oleh PPTKIS 11 orang

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat perlindungan

hukum dari PPTKIS yang bersangkutan dari pra penempatan sampai purna

penempatan, sedangkan 1 orang belum mendapat perlindungan hukum dari

PPTKIS yang merekrutnya dari Pra penempatan sampai selesai. 18 orang

respoden buruh migran yang bekerja ke luar negeri secara swadaya 5 orang

bekerja di luar negri tanpa memiliki dokumen seperti paspor sehingga dalam

bekerja tidak aman karena mereka takut kalau dilakukan pemeriksaan oleh

polisi malaysia. 13 orang buruh migran bekerja ke luar dengan paspor yang

diurus sendiri di Nunukan dan selama di malaysia bekerja dengan aman.
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B.Saran

Perlu adanya sosialisasi terkait Undang-Undang No.39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri serta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No.3

Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri,serta perlu adanya kontrol dari Pemerintah terhadap Pelaksana

Penempat Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang melakukan perekrutan

terhadap Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan diluar negeri.
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